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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan kepada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka 

diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu: 

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. 

2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. 

3. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja 

modal pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. 

4. Sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap 

belanja modal pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian yang telah di selesaikan saat ini juga 

masih memiliki sejumlah kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang peneliti 

miliki. Beberapa keterbatasan tersebut meliputi: 

1. Ukuran data yang diolah relatif kecil sehingga mempengaruhi hasil yang 

diperoleh saat ini. 
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2. Masih  terdapatnya sejumlah variabel yang belum digunakan dalam penelitian 

ini yang juga mempenaruhi belanja modal daerah seperti jumlah anggaran, 

dana alokasi khusus, dan berbagai variabel lainnya. 

6.3 Saran 

 Berdasarkan kepada uraian kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka 

diajukan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat positif bagi: 

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan nilai belanja modal, 

khususnya ditujukan untuk mengejar ketinggalan pembangunan 19 kabupaten 

dan kota di Sumatera Barat dari daerah lain. Hal tersebut dapat dilakukan 

ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga menambah aliran 

kas pemerintah daerah yang tentunya dapat meningkatkan nilai anggaran 

belanja daerah khususnya untuk belanja modal. 

2. Pemerintah daerah juga diharapkan juga terus berupaya meningkatkan 

pendapatan asli daerah 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, karena 

ketika nilai PAD meningkat maka akan terjadi surplus anggaran, yang 

mendorong pemerintah meningkatkan nilai anggaran untuk kepentingan 

belanja modal di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.. 

3. Peneliti dimasa mendatang disarankan untuk memperbesar ukurann sampel 

yang akan digunakan serta menambahkan satu atau beberapa variabel baru 

yang juga mempengaruhi belanja di Sumatera Barat seperti dana alokasi 

khusus, nilai anggaran belanja daerah, kebijakan investasi dan sebagainya. 
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Saran tersebut penting untuk meningkatkan ketepatan dan akurasi hasil 

penelitian di masa mendatang. 
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